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DEUIAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAII
KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No.l Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAXTLAIT RAI(YAT DAER.CII
KOTA MEDAI{

IYOMOR: l?1 I tzlzy Kep-DpRD I tO l2o/2t

TEITTAITG
PERSETUJUAII RAIYCAITGAN PERATURAN DAERAII KOTA MEDAIT

TENTAI{G
KETENTERAItrAN DAI5 I(ETERTIBAIT T'MI'T

DEWAN PERWAXILI\N RAI(YAT DAERAH KOTA UEDAIT

Menimbang a bahwa guna mewujudkan Kota Medan yang tertib, dan
tenteram, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku
bagi setiap masyaralat, maka perlu adanya peraturan sebagai
upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Uengtngat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban
Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3O40);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
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5. Undang-Undarg Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O2 Nomor
109, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
3941), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 20O2 Tentang Perlindungan Anak (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

7. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O62);

8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 143,
Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O62);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor
l82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4
tentang Majelis Permusyawaratan Ralryat, Dewal Perwakilal
Rakyat, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dan Dewan
Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6187);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentalg Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20l5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



)

I l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun lg73 tentang
Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3l Tahun 1980 tentang
Penanggulan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (L,embaran Negara Republik Indonesia T
ahun 1983 Nomor 36, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun
20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksa-naan Undalg-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang
Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan
Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan
Keca-rnatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia,
Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medal Area Di Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 67);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang
Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah
Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi,
Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias,
Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O18 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja

18. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2Ol2 tentang Koordinasi
Penataan Pedagangan Kaki Lima;

19. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013
Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

tentang

2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4O Tahun 2011 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O11 tentang
Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;

22. Perat'sran Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2Ol2 tentang
Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (l,embaran
Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

25. Peraturan Dewan Perwakilan Ra-liyat Daerah Kota Medan
Nomor I Tahun 2O2O Tentang Perubahan atas Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun
2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun
202O Nomor);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAIT PERWAISL/TN RAKYAT DA.ERAII KOTA
MEDAN TEITTAITG PERSETUJUAIT RANCANGAN
PERATURAN DA.ERAII KOTA MEDAIT TEI{TAI{G
XETENTERAMAN DAIY NETERTIBAN TIMUM.

Menetapkan

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal
28 September 2O2L.

2. l"aporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan
Daerah DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan
tentang Ketenteraman dan Keterliban Umum pada Rapat
Paripurna DPRD Kota Medan tanggal 18 Oktober 2O21.

3. Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan yang
disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Ralcyat Daerah Kota Medan tanggal 18 Oktober 2O21.
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KESATU

KEDUA

KETIGA

Menyetqiui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi Peratural
Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam Implementasi Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya
memperhatikan pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan yang seterusnya ditindaklanjuti
sesuai dengan petaturan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan
perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat
kesalahan dan / atau kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal \8 Oktober 2021

DEWAN PERWAXILAN RAI(YAT DAERAII
KOTA MEDAI{

Ketua,

HASYIM, S.E

Wakil Ketua, WaLil Ketua, Walril l(s1trs,

}:. ITIWAN RITOITGA,S.E.,M.M H. RA"ruDIIY SAGALII,S.Pd.I H BAHRUMSYAH,S.H.,M.H

Tembusan:
1. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan
1O. Perlinggal


